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RINGKASAN 

Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember; Nilna 

Muna Hernawati, 160903101034; 98 Halaman; Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara, dengan adanya 

pajak dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi 

masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai Negara berkembang terus 

mengadakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk mengejar 

ketertinggalan dengan Negara lain dan mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Salah satu pendapatan pemerintah yaitu dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Anggaran tersebut salah 

satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor 

merupakan salah satu faktor yang mendukung pendapatan asli daerah apabila 

dilihat dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya.  

Didalam pajak kendaraan bermotor terdapat pajak progresif yang mana 

pajak progresif tersebut dikenakan atas kendaraan milik pribadi roda empat 

seperti sedan, jeep, stasion wagon serta roda dua diatas 250 cc dalam satu 

kartu keluarga dan alamat yang sama. Pajak progresif  dipungut berdasarkan 

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot. Pajak progresif dihitung dengan 

jumlah dasar pengenaan dikali tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif 

dikenakan kepada kendaraan bermotor kedua dan seterusnya paling rendah 

sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Dengan adanya pajak progresif 

dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor 

khususnya meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Terdapat beberapa proses pengenaan pajak progresif diantaranya proses 

pengenaan kendaraan baru dan proses pengenaan pengesahan STNK 1 Tahun 

atau dapat dikatakan penelitian ulang 1 tahun. Keduanya terdapat perbedaan 

yaitu apabila kendaraan baru terdapat perekaman data dan pada saat 
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perekaman data sedangkan proses pengenaan pengesahan STNK 1 tahun 

tidak ada perekaman data karena sudah tersimpan di data base. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 428/UN25.1.2/SP/2019, 

Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Jember). 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 

Tahun 2009). Jadi, pajak adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada 

Negara yang terutang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pajak dapat membantu 

pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi masyarakat indonesia. 

Indonesia sebagai Negara berkembang terus mengadakan pembangunan di 

segala bidang dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dengan Negara 

lain dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 

dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga 

memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta 

mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Penerimaan 

perpajakan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan di tahun 2019 

penerimaan perpajakan mencapai 1.786,4 Triliun yang digunakan untuk 

belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Tidak hanya 

dari sektor perpajakan namun yang menjadi sumber penerimaan negara juga 

berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan 

penerimaan yang diterima oleh Negara dalam bentuk penerimaan dari sumber 

daya khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam 

yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah. Penerimaan 

Negara Bukan Pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di tahun 

2019 PNBP mencapai 378,3 Trilliun. 
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Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan diIndonesia 

sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk lebih aktif dalam mencari 

sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah 

dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-

undang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi 

salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Pada dasarnya pajak 

dan retribusi daerah tidak hanya menjadi urusan pemerintah saja yang 

menetapkan dan memungut, akan tetapi juga berkaitan dengan masyarakat 

pada umumnya. 

Dalam praktiknya, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan 

retribusi daerah, akan tetapi terdapat perbedaan dari keduanya yang sangat 

signifikan. Secara garis besar retribusi daerah lebih menekankan terhadap jasa 

yang diberikan oleh Negara, jasa tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat 

yang membayar retribusi daerah seperti contoh retribusi parkir. Sedangkan 

pajak daerah tidak mendapat balas jasa secara langsung karena hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan. Ditinjau dari lembaga pemungutannya, 

pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.Pajak pusat 

merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-

undang, pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya dapat 

digunakan untuk membiayai pembangunan. Sedangkan pajak daerah 

merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung 

yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. 

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dibagi menjadi dua 

bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak Provinsi 

antara lain yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, 

dan, Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota antara lain yaitu 
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Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan dan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Pelaksana dari amanah UU No 28 Tahun 2009 di Provinsi Jawa Timur 

adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (BAPENDA) dimana 

Bapenda Provinsi Jawa Timur mempunyai 35 unit pelaksana teknis yang 

berisi sekaligus kabupaten/kota di Jawa Timur. Kantor UPT Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Jember memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas 

Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, 

ketatausahaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan pendapatan 

asli daerah yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Jember antara lain : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3. Pajak Air Permukaan dan 

4. Retribusi Jasa Usaha 

Dari pemungutan di atas UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember 

memiliki target agar dapat memaksimalkan kinerja. Berikut adalah target dan 

realisasi penerimaan kas pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Kas pada UPT Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Jember Tahun 2016 sampai 2018 

No Tahun Target Realisasi % 

1 2016 251.849.222.000 278.428.478.916 110,55 

2 2017 255.414.778.000 301.239.707.755 117,94 

3 2018 291.993.200.000 343.425.770.402 117,61 

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019 

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 3 tahun terakhir di UPT 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember sudah memenuhi target yang di 

tetapkan bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dengan 

meningkatnya target dan realisasi tersebut maka penerimaan asli daerah 
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menjadi lebih besar dari tahun ke tahun. Berikut adalah target dan realisasi 

masing-masing jenis pajak provinsi yang dikelola oleh UPT Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Jember : 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Kas masing –masing jenis 

pajak provinsi yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Jember tahun 2016 sampai 2018 

Tahun 2016 % 2017 % 2018 % 

Target (Rp) 251.849.222.000 110,55 255.414.778.000 117,94 291.993.200.000 117,61

Pajak Kendaraan 

Bermotor 
164.046.466.031 108,02 183.299.794.306 117,90 202.959.875.612 120,07

Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 
111.089.704.200 112,90 115.003.652.000 116,98 137.889.768.600 113,78

Pajak Air Permukaan 381.615.450 115,29 490.969.450 150,82 542.344.300 131,64

Retribusi Jasa Usaha 86.713.235 173,10 156.638.620 143,05 186.675.205 115,80

Denda 1.557.463.090  958.657.172  405.599.254  

Pendapatan Lain-

Lain 
1.266.513.950 105,54 1.329.992.950 110,83 1.441.506.950 120,13

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah 

yang potensial dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor 

(PKB). Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah 

pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini 

dikenakan pada perorangan atau badanyang memiliki kendaraan. Yang perlu 

diperhatikan dari pajak ini adalah bahwa penghitungan dasar pengenaan 

pajaknya seringkali berubah-ubahsetiap tahunnya. Perubahan dasar 

pengenaan pajak ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan 

pertimbangan dari Menteri Keuangan.Akibat dari nilai yang berubah-ubah ini 

menimbulkan ketidakpastian jumlah pajak yang harus dibayar. 

Diantara 4 (empat) jenis pajak yang dikelola oleh UPT Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Jember, salah satu penerimaan yang memberikan 

kontribusi cukup besar didalam Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak 
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Kendaraan Bermotor (PKB). Dapat dilihat pada tabel berikut terkait target 

dan realisasi penerimaan kas khusus pajak kendaraan bermotor pada UPT 

Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember tahun 2016 sampai 2018. 

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Kas khusus pajak kendaraan 

bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember tahun 2016 

sampai 2018 

No Tahun Target Realisasi % 

1 2016 151.870.832.000 164.046.466.031 108,02 

2 2017 155.470.711.000 183.299.794.306 117,90 

3 2018 169.035.000.000 202.959.875.612 120,07 

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019 

Dapat dilihat perkembangan objek kendaraan bermotor dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi yang sangat besar 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor 

dipungut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor di Jawa Timur. Ada beberapa tarif yang diatur dalam peraturan 

tersebut diantaranya : 

Tabel 1.4 Pajak Kendaraan Bermotor 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 

Kendaraan Bermotor Bukan Umum 1,5% 

Kendaraan Bermotor Umum 1% 

Kendaraan Ambulans, Pemadam 

Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga 

Sosial dan Keagamaan, Pemerintah/TNI-

POLRI dan Pemerintah Daerah 

0,5% 

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan 

Alat-Alat Besar 

0,2% 

Dasar Pengenaan PKB terhadap 

Kendaraan Bermotor Roda 2 Usia 25 

50% dari Nilai Jual Kendaraan yang 

Berlaku 
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Tarif Progresif 

Kepemilikan Kedua 2% 

Kepemilikan Ketiga 2,5% 

Kepemilikan Keempat 3% 

Kepemilikan Kelima dan Seterusnya 3,5% 

Sumber : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur  

          Nomor 1276 Tahun 2018 

Sebagaimana tabel di atas penulis lebih fokus kepada pajak kendaraan 

bermotor dengan tarif kepemilikan kedua dan seterusnya atau lebih dikenal 

dengan istilah tarif pajak progresif karena pengenaan tarif pajaknya berbeda 

antara tarif pajak kendaraan bermotor dengan tarif pajak progresif. Maka dari 

itu penulis lebih fokus terhadap tarif pajak progresif. 

Tarif pajak progresif adalah pemungutan pajak dengan cara menaikkan 

persentase kena pajak yang harus di bayar sesuai dengan kenaikan objek 

pajak. Pengenaan tarif pajak progresif di pungut sesuai dengan Undang-

Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

pasal 6 ayat 1b mengatakan bahwa kendaraan bermotor kedua dan seterusnya 

di kenakan pajak progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 1276 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa pengenaan pajak 

progresif di kenakan terhadap kendaraan bermotor milik pribadi atau 

perorangan roda empat dengan jenis sedan, jeep, stasion wagon, minibus, 

microbus dan pickup double cabin dan roda dua 250 cc ke atas yang memiliki 

kendaraan lebih dari satu kendaraan dalam kartu keluarga dan alamat yang 

sama. Untuk menentukan besaran tarif pajak progresif dapat di lihat dari tipe, 

tahun dan isi silinder (cc) kendaraan bermotor. Tarif pajak progresif 

dikenakan kepada masyarakat kalangan menengah ke atas yang memiliki 

kendaraan lebih dari satu. Munculnya pajak progresif supaya ada kesetaraan 

antara kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah, 

maksudnya tidak membedakan antara kalangan menengah keatas dan 
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menengah kebawah dalam membayar pajaknya jadi disini sama-sama 

membayar pajaknya sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki. Disisi 

lain, masih ada wajib pajak yang belum mengetahui terkait proses pengenaan 

pajak progresif tersebut. 

Pajak progresif juga berpengaruh kepada kepemilikan apabila wajib pajak 

yang pertama menjual kendaraannya akan tetapi  tidak lapor jual otomatis 

kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama. Secara administrasi 

penyampaian surat-surat perpajakan ke pemilik pertama sudah terjual  agar 

dapat mendeteksi  tepat sasaran pemilik pertama harus lapor jual dan pemilik 

kedua akan balik nama atas kendaraan tersebut. Disisi lain, pajak progresif 

juga di arahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan 

yang di sebabkan oleh padatnya kendaraan pribadi. Maka dari itu 

pertumbuhan infrastruktur (jalan publik) tidak sesuai dengan pertumbuhan 

objek kendaaran bermotor (tidak seimbang) di karenakan semakin banyaknya 

objek kendaraan bermotor yang mengakibatkan kemacetan. 

Selain itu, dengan adanya pajak progresif dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD).Berikut adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

Progresif yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember. 

Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif tahun 

2016 sampai 2018 

Tahun 2016 % 2017 % 2018 % 

Kepemilikan II 

(Tarif 2%) 
2.212.137.158 1,34 2.584.528.917 1,41 2.893.901.800 1,43 

Kepemilikan III 

(Tarif 2,5%) 
637.870.360 0,39 695.339.200 0,38 412.323.795 0,20 

Kepemilikan IV 

(Tarif 3%) 
89.767.600 0,05 102.229.300 0,06 88.135.900 0,04 

Kepemilikan >lima 

(Tarif 3,5%) 
130.592.300 0,08 305.087.100 0,17 191.878.700 0,09 

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif mengalami 

peningkatan untuk kepemilkan kedua, meskipun kepemilikan ketiga dan 
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seterusnya mengalami peningkatan dan penurunan, akan tetapi pajak 

progresif tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pajak 

kendaraan bermotor. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis akan membahas 

Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Proses Pengenaan Pajak Progresif 

Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Jember” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan oleh penulis, 

maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu “Bagaimana Proses 

Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember” 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui, 

memahami, dan menjelaskan tentang Proses Pengenaan Pajak Progresif 

Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Jember. 

1.4 Manfaat 

Laporan Tugas Akhir ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara 

praktis maupun manfaat secara teoritisyaitu : 

a. Manfaat Praktis 

1) Dapat lebih meyakinkan para pembaca terkait dalam 

mempertimbangkan maupun mengambil keputusan dengan 

memiliki informasi yang memadai terkait dengan pajak progresif 

2) Memberikan sumber ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, 

khususnya tentang pajak progresif. 

b. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai sumber informasi bagi penelitian sejenis yang akan datang 

2) Untuk menambah informasi serta pengetahuan mengenai 

diberlakukannya pajak progresif 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak 

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal I pajak adalah kontribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.Hartati (2015:387) menyimpulkan bahwa pajak 

adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang – undang yang 

dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (interprestasi) 

secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan 

umum. 

Resmi (2016:2) menyimpulkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak 

antara lain sebagai berikut : 

a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk 

membiayai public investment. 

2.1.1 Pengelompokan Pajak 

Mardiasmo (2016:7) menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak terbagi 

menjadi 3 (tiga) diantaranya sebagai berikut : 

a. Menurut golongannya 

1) Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan 
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2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai 

b. Menurut sifatnya 

1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib 

pajak. Contoh : Pajak Penghasilan 

2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 

tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

c. Menurut lembaga pemungutannya 

1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai 

2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas : 

 Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

 Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

dan Pajak Hiburan. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Sumarsan (2017:5) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena 

pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua 

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas 

maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu : 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas 

Negara, yang di peruntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-
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pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara 

dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya.Biaya 

ini dapat di peroleh dari penerimaan pajak. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di 

tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku 

ekonomi.Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari system 

pajak, paling tidak dalam system perpajakan yang benar tidak terjadi 

pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi 

dan social.Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sector swasta. 

Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam 

negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas 

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar 

negeri. 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2016:4) mengemukakan bahwa agar pemungutan pajak tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus 

memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.Sedang 

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib 

pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada pengadilan pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat 

yuridis)Di Indonesia, pajak diatur dalam UU 1945 pasal 23 ayat 2. Hal 
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ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

Negara maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah 

dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2016:8) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) system 

pemungutan pajak, diantaranya sebagai berikut : 

1) Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada fiskus 

b) Wajib pajak bersifat pasif 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

2) Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang 

kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 

yang terutang. Ciri-cirinya : 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada wajib pajak sendiri. 
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b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang memotong 

atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu 

pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

Dari 3 sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo dapat 

dikatakan bahwa pajak progresif termasuk dalam Official Assessment System 

karena wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah 

dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Jadi, wajib pajak tidak perlu 

lagi mengitung pajak terutangnya melainkan cukup membayarnya saja. 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Definisi Pajak Daerah 

Siahaan (2013:9) menjelaskan pajak daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengemukakan bahwa pajak daerah, 

yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

2.2.2 Jenis Pajak Daerah 

Mardiasmo (2016:15) menyimpulkan bahwa jenis pajak daerah dibagi 

menjadi 2 bagian,yaitu : 
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a. Pajak Provinsi, terdiri dari : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

2.2.3 Tarif Pajak Daerah 

Mardiasmo (2016:16) menyimpulkan bahwa tarif untuk Pajak Kendaraan 

Bermotor  yaitu sebesar: 

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebgai berikut : 

1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 

sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen); 

2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya 

tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% 

(dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Pasal 96 menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah adalah sebagai berikut : 
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a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.  

b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan 

surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan. 

c. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

d. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) berupa karcis dan nota perhitungan.  

e. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar 

dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.   

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor 

2.3.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor 

Keputusan kepala badan pendapatan daerah provinsi jawa timur No. 1276 

Tahun 2018 mengemukakan bahwa  pajak kendaraan bermotor yang 

selanjutya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan 

beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan 

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi usntuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi 

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat 

dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan 

tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan 

di air. 

2.3.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 

Objek pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang No. 28 Tahun 

2009 pasal 3 ayat 1 tentang objek pajak kendaraan bermotor adalah 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 

4 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan/atau 

menguasai kendaraan bermotor. 
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Wajib pajak kendaraan bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 4 

ayat 2 tentang wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau 

badan yang memiliki kendaraan bermotor. 

2.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan 

Bermotor 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor bahwa dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yaitu : 

a. Dasar pengenaan PKB adalah perkalian antara nilai jual kendaraan 

bermotor dengan bobot; 

b. Dasar pengenaan PKB tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang 

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Penghitungan dasar pengenaan PKB yang belum tercantum dalam 

Peraturan Gubernur, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. 

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor menurut Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 antara lain sebagai 

berikut : 

a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum; 

b. 1% untuk kendaraan bermotor umum 

c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam 

kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, 

Pemerintah/TNI-POLRI dan Pemerintah Daerah; 

d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat; 

e. Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan roda dua dengan usia 25 

(dua puluh lima) Tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual 

kendaraan bermotor yang berlaku. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 

Tahun 2018 menjelaskan bahwa perhitungan besaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) sebagai berikut : 
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Besaran PKB = Tarif x Dasar Pengenaan 

 

2.3.4 Masa dan Saat Terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

1276 Tahun 2018 untuk Masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah 12 (dua 

belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan 

bermotor. 

2.4 Pajak Progresif 

2.4.1 Definisi Pajak Progresif 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Pasal 6 ayat 1b pajak progresif adalah tarif pemungutan 

pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang 

digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk 

setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Singkatnya pajak progresif adalah 

bertambahnya tarif pada setiap jumlah objek pajak kendaraan bermotor. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 

Tahun 2018 mengemukakan bahwa pajak progresif adalah pajak yang 

dikenakan atas kendaraan milik pribadi yang memiliki lebih dari satu 

kendaraan atas nama pribadi dan masih dalam satu kartu keluarga serta 

alamat yang sama, tidak berbadan hukum dan tidak plat kuning termasuk 

kendaraan truck, pick up dan bus. 

2.4.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Progresif 

Objek pajak progresif berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 

116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerahyaitu Kepemilikan 

kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 

(dua) yang isi silinder 250 cc ke atas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif 

pajak progresif. 

Subjek pajak progresif adalah orang pribadi pemilik kendaraan bermotor 

yang berpotensi dikenakan pajak progresif atas kepemilikan lebih dari satu. 
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Wajib pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi meliputi pembayaran 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan atas kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan untuk 

kendaraan atas nama badan tidak dikenakan pajak progresif. 

2.4.3 Tarif Pajak Progresif 

Tarif Pajak Progresif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur yaitu : 

a. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen); 

b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima peren); 

c. Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); 

d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima 

persen). 
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BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan 

3.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

a. Lokasi Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan di Kantor 

Bersama Samsat UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember yang 

terletak di Jalan Teratai No. 10-11, Kaliwates Kabupaten Jember 68131 

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Waktu pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir di Kantor Bersama 

Samsat UPT.Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember selama 30 hari 

kerja, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019. 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja efektif di Kantor Bersama Samsat 

UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember 

Hari Kerja Jam Kerja 

Senin s/d Kamis 

Jumat 

Sabtu & Minggu 

Pkl 07.00 – 15.30 WIB 

Pkl 06.00 – 14.30 WIB 

Libur 

             *Hari Jumat diadakan senam pagi dimulai pukul 06.00-07.00 

              Sumber : UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bagian Tata Usaha, 

Pelayanan Samsat serta Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan ruang lingkup 

kegiatan tersebut akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul 

“Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember” 

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan 

Selama pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir, penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.2 Pelaksanaan Kegiatan selama di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Jember 

No Waktu Kegiatan Penanggung Jawab 

(a) (b) (c) (d) 

1 Minggu 

Pertama 

1 Feb 

sampai 8 

Feb 2019 

a. Apel pagi 

b. Perkenalan dengan 

pegawai instansi 

c. Penempatan di bagian 

Tata Usaha 

d. Apel pulang 

Moeh Djamil, S.Sos 

selaku Kepala Tata 

Usaha 

2 Minggu 

Kedua 

11 Feb 

sampai 15 

Feb 2019 

a. Apel pagi 

b. Sharing awal tentang 

pajakkendaraan 

bermotor 

c. Mengentry data surat 

tagihan PKB ke aplikasi 

kantor 

d. Mencatat surat masuk 

dan surat keluar 

e. Mengentry data surat 

masuk ke aplikasi 

kantor 

f. Apel pulang 

Moeh Djamil, S.Sos 

selaku Kepala Tata 

Usaha 

3 Minggu 

Ketiga 

18 Feb 

sampai 22 

Feb 2019 

a. Apel pagi 

b. Mengentry data surat 

tagihan PKB ke aplikasi 

kantor 

c. Sharing tentang pajak 

kendaraan bermotor 

d. Mencatat surat masuk 

dan surat keluar 

e. kantor 

f. Apel pulang 

Moeh Djamil, S.Sos 

selaku Kepala Tata 

Usaha 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu 

Keempat 

25 Feb 

sampai 1 

Maret 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

a. Apel pagi 

b. Mengentry data surat 

tagihan PKB ke aplikasi 

kantor 

c. Mencatat surat masuk 

d. Mengentry data surat 

masuk ke aplikasi 

kantor 

e. Sharing tentang pajak 

progresif 

f. Mencatat data terkait 

bendahara pengeluaran 

g. Apel pulang 

 

 

 

 

 

 

Moeh Djamil, S.Sos 

selaku Kepala Tata 

Usaha 

 

 

 

 

5 Minggu 

Kelima 

4 Maret 

sampai 8 

Maret 

2019 

a. Apel pagi 

b. Mengentry data surat 

tagihan PKB ke aplikasi 

c. Mencatat surat keluar 

d. Sharing tentang pajak 

progresif 

e. Melayani wajib pajak 

yang lapor jual dan 

blokir 

f. Melayani wajib pajak 

progresif 

g. Apel pulang 

Moeh Djamil, S.Sos 

selaku Kepala Tata 

Usaha 

6 Minggu 

Keenam 

11 Maret 

sampai 18 

Maret 

2019 

a. Apel pagi 

b. Sharing tentang pajak 

progresif 

c. Melayani wajib pajak 

yang lapor jual dan 

blokir 

d. Apel pulang 

Moeh Djamil, S.Sos 

selaku Kepala Tata 

Usaha 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

Jenis data yang digunakan penulis saat menyusun Laporan Tugas 

Akhiryaitu : 

a. Data Kualitatif 

Widoyoko (2017:18) menyatakan bahwa data kualitatif merupakan 

data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik 

keadaan, proses, peristiwa/kejadian dan lainnya yang dinyatakan 

dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.Data kualitatif pada 

pelaksanaan kegiatan praktek kerja nyata ini berupa hasil wawancara 

dengan pegawai di instansi tersebut. 

b. Data Kuantitatif 

Widoyoko (2017:21) menyatakan bahwa data kuantitatif merupakan 

data yang berwujud angka-angka sebagai hasil observasi atau 

pengukuran. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan praktek kerja 

nyata ini berupa target dan realisasi penerimaan kas UPT Pengelolaan 

Pendapatan Daerah Jember,  target dan realisasi penerimaan kas 

masing-masing jenis pajak, target dan realisasi penerimaan kas khusus 

pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak kendaraan bermotor tarif 

progresif serta data pengenaan pajak progresif. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini yaitu : 

a. Data Primer 

Widoyoko (2017:22) menyatakan bahwa data primer merupakan data 

yang di peroleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang 

pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung 

seperti hasil wawancara dan  hasil pengisian angket (kuesioner). Data 

primer dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa hasil wawancara dan 

data-data terkait pajak progresif. 
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b. Data Sekunder 

Widoyoko (2017:23) menyatakan bahwa data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari sumber kedua.Data sekunder dalam 

pelaksanaan kegiatan ini di peroleh dari internet, artikel, jurnal dan 

lain-lain. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam menyusun 

Laporan Tugas Akhir ini yaitu : 

a. Wawancara 

Widoyoko (2017:40) menyatakan bahwa wawancara merupakan suatu 

proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewancara 

(interviewer) dengan responden atau orang yang di interview dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan oleh peneliti. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini penulis melakukan wawancara 

dengan pihak yang mengerti terakit pajak progresif serta meminta data 

langsung yang diperlukan kepada narasumber. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan 

buku, internet, peraturan, penelitian sebelumnya serta referensi yang 

berhubungan dengan laporan tersebut. 
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BAB 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil Tugas Akhir yang telah penulis buat, dapat 

disimpulkan proses pengenaan pajak progresif terhadap wajib pajak 

kendaraan bermotor pada UPT pengelolaan pendapatan daerah jember terdiri 

dari : 

a. Proses pengenaan pajak progresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

proses pengenaan kendaraan baru dan proses pengenaan pengesahan 

STNK 1 tahun 

b. Terdapat perbedaan antara proses pengenaan kendaraan baru dengan 

proses pengenaan pengesahan STNK 1 tahun yaitu apabila kendaraan 

baru terdapat perekaman data dan pada saat perekaman data akan 

ditanya oleh petugas terkait kendaraan tersebut sedangkan proses 

pengenaan pengesahan STNK 1 tahun tidak ada perekaman data 

karena sudah tersimpan di data base dan pada saat pendaftaran akan 

ditanya oleh petugas terkait kendaraannya. 

c. Masih ada wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami terkait 

pajak progresif.  

5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kegiatan Praktek 

Kerja Nyata di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, penulis 

memberikan saran kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember 

sebagai berikut :  

a. Untuk pengenaan pengesahan STNK 1 tahun seharusnya tetap ada 

perekaman data supaya dapat mengetahui terdapat perubahan terkait 

data tersebut atau tidak. 

b. Mengadakan sosialisasi terkait pajak progresif kepada wajib pajak 

pada saat pelayanan ataupun saat menagih pajak kendaraan bermotor, 

c. Memberikan info terkait pajak progresif dengan cara menempelkan 

brosur di dinding Kantor Bersama Samsat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang 
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Lampiran 2. Surat Diterima Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Magang 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5.Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Daftar Absen Magang 
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Lampiran 7. Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Konsultasi dan Bmbingan 
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Lampiran 9. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 
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Lampiran 10. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan 
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Lampiran 11. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 

No 1276 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur 
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Lampiran 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 9 Tahun 2018 tentang 

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor Tahun 2018 
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Lampiran 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 116 Tahun 2010 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9 Tahun 2010 

Tentang Pajak Daerah 
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Lampiran 14. Transkrip Wawancara 

Transkrip wawancara dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Jember 

Narasumber 1 : Moeh. Djamil,S.Sos (Kepala Sub Bagian Tata Usaha) 

Narasumber 2 : Dedy Efridiansyah, S.Kom (Karyawan Bagian Operator Sistem) 

Narasumber 3 : Ponang Undaghi T, SH (PDPP Samsat Teratai)  

Wawancara dengan Narasumber 1 : 

Penulis : Pajak progresif itu pajak yang bagaimana pak? 

Narasumber 1 : pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan atas nama yang 

sama baik itu kedua atau ketiga dan seterusnya. Khusus yang dikenakan pajak 

progresif yaitu kendaraan pribadi jenis sedan, jeep, stasion wagon.Dikenakan 

sesuai dengan objek pajak atau kendaraan tsb, dalam artian tipe, tahun dan cc. 

Penulis : Untuk tarif pajaknya berapa pak? 

Narasumber 1 : Besaran tarif pajak progresif kendaraan kedua 2% ketiga 2,5% 

keempat 3% kelima dan seterusnya 3,5% dari NJKB. 

Penulis :Adanya progresif itu karena apa pak? 

Narasumber : yang pertama karena pertumbuhan jalan tidak sesuai dengan obyek 

kendaraan bermotor jadi kebanyakan obyek kendaraan bermotornya dan untuk 

meminimalisir atau menyesuaikan dengan keadaan tsb maka dilakukan aturan 

dengan pajak progresif. 

Penulis :Apa yang mempengaruhi pajak progresif pak? 

Narasumber : yang pertama berpengaruh terhadap kepemilikan dikenakan 

progresif otomatis pemilik yang pertama lapor jual, terkadang wajib pajak yang 

sudah tidak memiliki obyek pajak tersebut tetapi masih atas nama pemilik, secara 

administrative penyampaian surat surat perpajakan pemilik tsb sudah terjual, jadi 
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untuk mendeteksi obyek pajak tepat sasaran. Yang kedua berpengaruh terhadap 

kemacetan. 

Wawancara dengan Narasumber 2 : 

Penulis :Munculnya pajak progresif itu karena apa pak? 

Narasumber 2 : Munculnya pajak progresif supaya ada rasa keadilan antara 

kalangan menengah keatas dan kalangan menengah kebawah. 

Penulis : Bagaimana proses pengenaan pajak progresif pak? 

Narasumber 2 : Jadi pajak progresif itu akan dikenakan kepada setiap kendaraan 

roda empat ataupun roda doa yang masuk dalam kategori pengenaan progresif, 

roda empat termasuk sedan, jeep dan roda dua diatas 250 cc. Jadi proses 

pengenaannya ketika dilakukan pendaftaran kalau melalui proses penul itu oleh 

system akan muncul massage kendaraan progresif sekian, nah dari massage itu 

nanti akan ditanyakan oleh petugas pendaftaran ke wajib pajaknya kalau terkana 

progresif dan ditanyakan posisi kendaraannya gimana, kalau masih ada langsung 

dip roses terus langsung ke kasir bayar pajaknya. Pada saat mutasi masuk atau 

kendaraan baru pada saat penetapan, jadi pendaftaran di data dulu kemudian pada 

proses penetapan nanti sebelum ditetapkan petugas mengecek kartu keluarga 

terlebih dahulu dan kalau di dalam kartu keluarga tersebut ada mobilnya petugas 

menanyakan ke wajib pajaknya apakah mobilnya masih ada kalu masih ada wajib 

pajak harus membayar pajaknya. 

Penulis : Lalu ada perbedaan antara proses penul dan kendaraan baru pak? 

Narasumber 2 : iya ada, kalau proses penul ditanya ketika pendaftaran sedangkan 

proses kendaraan baru ditanya pada saat perekaman data. 

Penulis : Bagaimana jika wajib pajak membayar pajaknya selain di kantor samsat 

pak? Maksutnya jika di drive thru, samsat corner ataupun lainnya apakah 

ditanyakan terlebih dahulu? 
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Narasumber 2 : ya tetap ditanyakan karena yang berhak melakukan perubahan 

data itu di samsat. 

Wawancara dengan Narasumber 3 : 

Penulis : Apa perbedaan proses penul dengan proses kendaraan baru pak? 

Narasumber 3 : Perbedaannya hanya di perkeman data, kalau proses penul suda 

ada di data base sedangkan proses kendaraan baru masih tidak ada jadi harus 

perekaman data terlebih dahulu. 

Transkrip wawancara dengan wajib pajak pada saat pelayanan di Kantor Bersama 

Samsat Jember 

Penulis : Maaf bapak mengganggu, saya ingin bertanya apakah bapak paham 

terkait pajak progresif? 

Wajib pajak : Saya masih kurang paham soal pajak progresif mbak 

Penulis : Kurang paham yang seperti apa pak? 

Wajib pajak : Seperti tarif, persyaratan dan prosesnya mbak 
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Lampiran 15. Formulir Pendataan Subyek Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan 

Baru 
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Lampiran 16. Kartu Keluarga 
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Lampiran 17. Faktur Kendaraan Bermotor 
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Lampiran 18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor 
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Lampiran 19. Register Penetapan 
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Lampiran 20. Data Pembayaran Kendaraan Bermotor 
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Lampiran 21. Master Kendaraan 
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Lampiran 22. Formulir Pendataan Subyek Pajak kendaraan Bermotor Pengesahan 

STNK 1 Tahun 
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Lampiran 23. Nilai Jual Kendaraan Bermotor 
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Lampiran 24. Register Penetapan 
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Lampiran 25. Data Pembayaran Kendaraan Bermotor 
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Lampiran 26. Master Kendaraan 
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Lampiran 27. Dokumentasi Kegiatan Magang 
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